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PILKADA serentak akan digelar di
37 provinsi dan 508 kabupaten/kota
pada 27 November mendatang. Sejak
beberapa waktu lalu, sudut-sudut ru-
ang publik dipenuhi poster kandidat
kepala daerah dan wakilnya. Baik
yang resmi ditetapkan oleh koalisi
partai maupun yang tebar pesona un-
tuk dikenal warga. Semuanya
mengikrarkan janji-janji politiknya.

Kita tahu janji-janji tersebut tak se-
lalu terwujud. Namun, untuk tujuan
diskusi, mari kita andaikan semua
kandidat adalah para figur pemba-
haru yang siap bekerja untuk rakyat.
Sejauh mana mereka bisa mewujud-
kan agenda perubahan?

Bertolak dari dalil
Schattschneiderian bahwa kebijakan
menstrukturkan politik (BÈland,
Campbell, & Weaver, 2022), siapa pun
yang terpilih kiranya sulit lepas dari
perangkap kebijakan lama yang men-
gakar. “Kebijakan, setelah diterapkan,
akan membentuk kembali proses poli-
tik berikutnya” (Skocpol, 1992: 52).
Apalagi, “kebijakan sering berkem-
bang seiring waktu dengan cara yang
tidak dapat diprediksi oleh pembuat-
nya, karena dinamika yang mereka
ciptakan sendiri” (Mettler, 2016: 369).

Mari gunakan masalah sampah dan
tata kelolanya sebagai ilustrasi.
Warisan kebijakan persampahan
masa lalu, baik yang terkait langsung
maupun tidak, telah membentuk di-
namika politik yang berisiko merin-
tangi penyelesaian masalah sampah
dan perbaikan tata kelolanya.

Saya akan fokus pada dua aspek,
yakni dampak warisan kebijakan ter-
hadap pelemahan kesadaran sebagai
warga negara dalam bersampah yang
berwawasan lingkungan, serta pe-
nyempitan problematisasi berikut
agenda setting kebijakannya di masa
depan.

Kewarganegaraan Sampah

Pertama, kebijakan persampahan
saat ini berkontribusi dalam mela-
hirkan kesadaran kewarganegaraan
(sense of citizenship) yang kurang
mendukung penyelesaian masalah
sampah dan perbaikan tata kelolanya.
Status pengelolaan sampah sebagai
urusan wajib non-pelayanan dasar ti-
dak memberikan justifikasi kepatutan
politik yang cukup bagi elite pembuat
kebijakan di daerah untuk mengalo-

kasikan anggaran memadai.
Minimnya alokasi APBD menye-

babkan pemerintah daerah kehilang-
an kesempatan untuk melakukan
pendidikan kesadaran bersampah
yang baik. Warga, yang idealnya sadar
untuk berperilaku hidup rendah sam-
pah, serta mampu memilih-memilah
sampah sejak di tingkat rumah tang-
ga, belum tersentuh oleh kebijakan-
program yang komprehensif. Tak
pelak, interaksi warga dengan peme-
rintah dalam pengelolaan sampah ter-
batas pada pembayaran iuran kepada
pelaku usaha pengambilan sampah.
Padahal, iuran tersebut hanya men-
cakup biaya operasional pengambilan
dan pengiriman sampah ke TPST.

Absennya kesadaran warga bahwa
iuran belum mencakup biaya
kerusakan lingkungan belum ter-
jamah oleh intervensi edukasi peme-
rintah. Dominannya perasaan sebagai
konsumen layanan melemahkan
perasaan warga negara yang berhak
bersuara dalam proses kebijakan.
Akibatnya, akumulasi pembelajaran
keliru dari praktik kebijakan masa
lalu menyulitkan inisiatif edukasi pe-
ngelolaan sampah berwawasan ling-
kungan dari kepala daerah terpilih.

Problematisasi Sampah

Kedua, berbagai warisan kebijakan
terkait sampah juga mem-
perkuat problematisasi
masalah sampah dan agen-
da kebijakan tertentu, sam-
bil melemahkan alternatif-
alternatifnya (Bacchi, 1999).
Padahal, pilihan problemati-
sasi masalah sampah
mencerminkan pilihan so-
lusi tertentu, sehingga opsi-
opsi keterkaitan antara
problematisasi dan solusi
lainnya menjadi terpinggir-
kan.

Misalnya, meskipun ke-
sadaran itu penting, prob-
lematisasi masalah sampah
selama ini terlalu didomi-
nasi oleh isu rendahnya ke-
sadaran warga. Sebaliknya,
problematisasi masalah
sampah sebagai hasil dari
politik anggaran yang hanya

memprioritaskan program-program
pembangunan yang melayani kepen-
tingan ekonomi dan politik para elite,
hilang dari peredaran.

Konsekuensinya, para kepala
daerah pembaharu yang terpilih akan
menghadapi problematisasi masalah
sampah yang didominasi oleh pan-
dangan bahwa penyebab utama
masalah sampah adalah kurangnya
kesadaran warga, serta agenda kebi-
jakan yang fokusnya hanya pada pen-
didikan kesadaran mengenai pengelo-
laan sampah. Bukan perihal, semisal,
bagaimana penguatan kontrol publik
agar berbagai keputusan politik da-
lam alokasi APBD untuk program
perangkat daerah dan pokir DPRD su-
dah benar-benar berpihak bagi penye-
lesaian masalah sampah dan
tatakelolanya.

Lantas, apa yang bisa dilakukan un-
tuk merespons dua aspek tantangan
di atas? Secara garis besar, pasangan
kandidat terpilih perlu memahami
proses dan mekanisme di mana
warisan kebijakan menciptakan in-
sentif sumber daya dan pembelajaran
politik, yang justru menimbulkan rin-
tangan bagi upaya terobosan dan ino-
vasi pembangunan.

*) Ashari Cahyo Edi, Dosen DPP

Fisipol UGM, Studi S3 Ilmu Politik di

SUNY Albany, INFID Research

Fellow 2021-2022.

Menyambut Kunjungan Paus Fransiskus

Ashari Cahyo Edi

KPK ajak anggota Dewan perangi ko-
rupsi.

-- Artinya harus perangi diri sendiri.

***

Polda Jateng deklarasikan zero knalpot
brong.

-- Tindak juga geng motor langgar

aturan.

***

Dinpar DIY genjot pariwisata Pantai
Baru.

-- Tak hanya genjot pendapatan, ju-

ga pelayanan.

Pilkada, Sampah, dan Rintangan Kebijakan

PAUS Fransiskus akan melakukan
lawatan ke Indonesia pada 3-6 Sep-
tember 2024 ini. Ini menjadi lawatan
apostolik ke-43 sepanjang masa pon-
tifikalnya. Paus Fransiskus adalah
Paus ketiga yang akan mengunjungi
Indonesia. Sebelumnya ada Paus
Paulus VI (3 Desember 1970) dan
Paus Yohanes Paulus II (8-12 Oktober
1989). Dalam Gereja Katolik, Paus
memiliki otoritas spiritual ter-
tinggi dan sebagai wakil Kristus
di dunia.

Paus Fransiskus menjabat se-
jak 13 Maret 2013 dan meru-
pakan Paus ke-266. Mengambil
nama kecil Jorge Mario Bergoglio
lahir pada 17 Desember 1936 di
Buenos Aires, Argentina.
Kunjungan apostolik pertama
dlakukan di Brazil tahun 2013
pada perayaan Hari Orang Muda
Sedunia. Paus kemudian pergi
ke Tanah Suci di mana dalam
lawatan beliau menyatakan hak
ekstensi Negara Israel dan hak
bermartabat bagi rakyat
Palestina, juga menyatakan
penghargaan dan kedekatannya
dengan komunitas muslim.

Bagi Indonesia kunjungan
kepausan ini semakin men-
gakrabkan kedua negara meng-
ingat historisitas pada masa lalu.
Perlu dicatat Vatikan meru-
pakan negara pertama di Eropa
yang mengakui kemerdekaan
Indonesia. Sementara Mesir adalah
negara pertama di Timur Tengah yang
mengakui kemerdekaan Indonesia.
Kata Paus Pius XII yang kala itu
memutuskan mengakui kemerdekaan
Indonesia, ìIndonesia adalah sahabat
perdamaian sejatiî.

Karena itu perlu mendapat dukung-
an dan dorongan saat dalam perjuang-
an berat setelah merdeka. ìAmicus

certus in re, incerta cerniturî, sahabat
sejati dikenal saat-saat sulit, kata
Cicero. Memperhatikan terminologi
yang digunakan Paus seperti peme-
rintahan, keseimbangan dan stabili-
tas merupakan terminologi yang lebih
bersifat politis daripada religius.

Dengan ini wajah Vatikan sebagai
sebuah negara yang bertindak dan
bersuara dalam konflik-konflik inter-
nasional, memainkan peran aktif da-

lam perselisihan dan menenangkan
dunia dengan tak lelah menyuarakan
perdamaian di antara bangsa-bangsa.
Kunjungan Paus Fransiskus ke
Indonesia mengusung motto : Faith,

Fraternitty, Compassion, iman, per-
saudaraan, bela rasa.

Sejumlah agenda pokok kunjungan
Paus meliputi, Pertama, merayakan
Ekaristi yang dihadiri kurang lebih
90.000 jemaat. Momen ini  menjadi pe-
ristiwa bersejarah bagi umat katolik
yang dikunjungi. Disamping itu Paus
juga akan bertemu dengan para
uskup, imam dan tokoh-tokoh gereja
lokal untuk mendiskusikan tantangan
dan peluang yang dihadapi oleh
Gereja lokal di wilayah tersebut.

Kedua, melakukan dialog antaraga-
ma. Dalam beberapa kunjungan Paus
bertemu dengan pemimpin agama
lain untuk mempromosikan dialog an-
taragama dan kerjasama demi perda-
maian dan keadilan. Pertemuan de-
ngan para tokoh agama dimanfaatkan
untuk menyampaikan visi Gereja
Katolik yang terbuka, misioner untuk
bekerjasama dengan semua umat ber-
agama.

Ketiga, Paus juga bertemu pe-
mimpin negara yang bertujuan mem-
bahas isu-isu sosial politik dan ke-
manusiaan. Dan keempat, kunjungan
ke situs penting seperti katedralm
basilika, tempat ibadah agama lain.
Kelima memberikan pesan moral da-
lam setiap kunjungan Paus mem-
berikan pesan moral dalam homili
yang berisi pesan moral, sosial dan

spiritual ajakan untuk mem-
perkuat iman, mempromosikan
perdamaian dan keadilan sosial di
alam semesta.

Kunjungan apostolik ini mem-
punyai dampak besar, tidak hanya
bagi umat katolik tetapi juga bagi
masyarakat luas. Dalam setiap
momentum kunjungan apostolik
melekat tiga hal pokok antara lain
melakukan dialog. Dialog di-
lakukan dengan berbagai cara
bahkan bisa dengan cara kompro-
mi untuk membangun jembatan.
Selain itu perhatian kepada yang
paling kecil, lemah, tersingkir dan
teraniaya khususnya di negara-
negara yang sedang berkembang
atau negara yang membutuhkan
dukungan eksternal.

Juga perlindungan hak-hak
yang paling mendasar dari manu-
sia terkait aspek kebebasan ber-
agama dan hak yang berkaitan
sipil, politik, ekonomi dan sosial.
Rupanya kunjungan apostolik ke

Indonesia harus dibaca dalam konteks
ini. Dan yang pasti Paus Fransiskus
akan menyuarakan pentingnya nilai-
nilai persaudaraan, toleransi dan
menjaga kerukunan antar umat ber-
agama.  ❑-d

*) Paulus Mujiran, Ketua

Pelaksana Yayasan Kesejahteraan

Keluarga Soegijapranata Semarang.

Paulus MujiranIsu Kaesang Gunakan Jet Pribadi
KOMISI Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) sedang mempersiap-

kan konsep pemanggilan putera

Presiden Jokowi, Kaesang

Pangarep terkait dugaan peng-

gunaan jet pribadi dalam per-

jalanan ke Amerika Serikat (AS)

bersama istrinya Erina Gudono.

Peristiwa tersebut diunggah oleh

Erina di media sosial instagram

yang kemudian mendapat

sorotan tajam dari warganet,

seperti di media sosial X. Bahkan

Erina juga memamerkan makan

roti seharga Rp 400 ribu. Kasus

ini menjadi viral di media sosial.

Kita teringat dengan ungkapan

populer di kalangan warganet

�no viral no justice�, sehingga ka-

sus ini mengundang perhatian

lembaga penegak hukum, yakni

KPK. Entah ada keterkaitan de-

ngan viralitas atas kasus ini atau

tidak, yang jelas, sebagaimana

diungkapkan Wakil Ketua KPK

Alexander Marwata, pihaknya

sedang mengonsep surat pe-

manggilan terhadap Kaesang un-

tuk keperluan klarifikasi atas

dugaan gratifikasi sehubungan

dengan penggunaan jet pribadi

dalam perjalanan bersama istri

ke AS (KR 31/8).

Boleh saja KPK mengelak bah-

wa pemanggilan tersebut tidak

terkait desakan masyarakat,

melainkan karena kepentingan

hukum. Namun, bagi kita yang

penting adalah perlu untuk men-

jernihkan persoalan, apakah

penggunaan jet pribadi Kaesang

bersama sang istri masuk kate-

gori gratifikasi atau tidak. Bahwa

pemanggilan tersebut dipicu oleh

tuntutan warganet yang viral di

media sosial, itu persoalan lain.

Karena, jauh lebih penting

menentukan apakah penggu-

naan jet pribadi oleh Kaesang

masuk gratifikasi atau tidak.

Dalam persoalan tersebut, kita

harus tetap menjunjung asas

praduga tak bersalah.

Pemanggilan terhadap Kaesang

masih sangat awal, karena baru

diundang dalam tahap klarifikasi,

belum sampai pada tahap pro

justisia. Kaesang hanya akan di-

mintai keterangan atau klarifikasi

seputar isu penggunaan jet priba-

di dalam perjalanan ke AS, itu sa-

ja. Dari keterangan tersebut nanti

akan terungkap apakan fasilitas

yang didapat Kaesang termasuk

gratifikasi atau bukan. 

Bila masuk gratifikasi, sepan-

jang telah dilaporkan dalam

batasan waktu tertentu, tidak

masalah dan tak bisa diakate-

gorikan sebagai korupsi, begitu

sebaliknya. Artinya, masih terlalu

dini untuk menggiring kasus

tersebut sebagai tindak pidana

korupsi. Kita menduga, usai

Kaesang memberi keterangan

kepada KPK, persoalan akan

clear. Bahkan, KPK memberi ke-

sempatan kepada Kaesang un-

tuk mendeklarasikan lewat pem-

beritaan seputar isu tentang

penggunaan jet pribadi tersebut

kepada masyarakat. Kaesang

bisa menjelaskan duduk masa-

lahnya terkait isu tersebut.

Soal apakah deklarasi tersebut

berpengaruh terhadap pemang-

gilan Kaesang di KPK, sepenuh-

nya menjadi kewenangan

Kedeputian Pencegahan dan

Monitoring KPK. Hemat kita, isu

penggunaan jet pribadi Kaesang

dan istri ke AS, bukan hanya

menyangkut masalah hukum,

melainkan etika dan empati. Ra-

sanya tidak patut memamerkan

kekayaan (flexing) di tengah situ-

asi masyarakat yang sedang di-

landa kesulitan ekonomi. 

Tentu wajar bila warganet ke-

mudian mempersoalkan, bahkan

menghujat tindakan Erina

Gudono yang mengunggah di

akun instagramnya tentang ke-

mewahan saat bersama

Kaesang menaiki jet pribadi da-

lam perjalanan ke AS. Apalagi

memamerkan saat menyantap

roti atau kue seharga Rp 400

ribu. Tindakan semacam ini bisa

melukai hati rakyat, yang untuk

makan sehari-hari saja masih

susah.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-
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